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ABSTRAK  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Ppengendalian 

Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum  Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan 

Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di 

Lingkungan Komisi Pemlihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021 . 

  Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah: 

  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Iindonesia, Tambahan Lembaran Ngara RI Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penggannti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pegganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ppemilihan  Gubernur, 
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik 
Indonesia Nomor 6512); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf 
Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 
Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 



Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1763); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, 
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor : 529 /Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis 
Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan 
KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03Kpt/03/KPU/VIII/2019, tentang Pedoman 
Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

  Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3/HK.03.1-

Kpt/7105/Kab/I/2021  diatur tentang : 

  Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dI Lingkungan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021. 

 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak 

tanggal ditetapkan tanggal 6 Januari 2021. 

- Lampiran 4 halaman 

 


